
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMATIERA BARAT
NOMOR : t69 lK?lslYlt l2OLs

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENANGANAN PASCA PANEN

KEPADA PT. MAYA SINGKONG INDONESIA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (g) Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

26lPetmentan/HK.l4o l 4 l 2ol5 tentang S},arat, Tata Cara

dan standar operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi

Teknis Izin usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka

Penanaman Modal, maka sesuai Rekomendasi Gubermrr
Maluku Utara Nomor : 521.7111533/G tentang Kesesuaian

UsahaPenangananPascaPanendenganRencanaMakro
Pembangut ", Tanaman Pangan Provinsi-. Maluku Utara

kepada 
-PT. Maya Singkong Indonesia, dipandang perlu

diberikan Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT.

Maya Singkong Indonesia;

b. bahwa berd"asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurufa,perlumenetapkanKeputusanBupatitentang
pemberia nlzin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT.

Maya Singkong Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6o_Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan[-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
pembentukan baerah-daerah Swatantra Tingkat II DUI"T
WilayahDaerahSwatantraTingkatlMalukumenjadi
Undang-undang;

2. TJnd,an[-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2oaa tentang Perubahan

atas undanSundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maiuku utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Hllmahera Utara, Kabupaten Halmahera
selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Tl;;:.ilr can Kota. Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo7 tentang Penanaman

Modal;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2oo9 tentang Peternakan

dan Kesel:atan Hewan;
7. Undang-undang Nomor

Hortikultura;
13 Tahun 2010 tentang

2Al4 tentang8. Undang-undang Nomor 23
Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nmor 39 Tahun 2074 tentang Perkebunan;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Propinsi dan Pernerintahan Daerah

Kabupaten f Kota;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2o1A tentang

Usaha BudidaYa Tanaman;

|2. PerarLll?rn Menteri Pertanian Nomor 98/Perment,agl
oT.l4olglzatstentangPedomanPertztnanUsaha
Perkebunan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 /Petmentan/PD'
Lool6l2ol4tentangPed.omanPerizinanUsahaBudidaya
Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi. Gubernur Maluku utara Nomor :

52L.24/1533/GtentangKesesuaianUsahaPenanganan
Pasca Panen dengan Rencana Makro Pembangunan

Tanarnan Pangan Piovinsi Maluku Utara kepada PT. Maya

Singkong Indonesia;

2. Keputusan Bupati Halmahera Batat Nomor
- rSblrpTs/x/2,15 tentang pemberian lzin Lokasi

Rencana Pencadangan Lahan Untuk Izin usaha Di Bidang
pertanian Seluas I 1O.O00 Hektar Kepada PT. Maya

Singkong Indonesia Di Kabupaten Hdmahera Barat;

3.SuratDirekturUtamaPT.MayaSingkonglndonesia
Nomor : O13/MSll)(Ill2OlS tanggal L4 Desembet 2Ol5
perihal Surat Permohonan Ijin Usaha Perkebunan yang

ierintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan

Hasil Perkebunan;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MemberikanlzinUsahaPenangananPascaPanenKepada
ft. Ury, Singkong Indonesia, dengan Peta Lokasi Usaha

sebagaimana tercart r- pada Lampiran Keputusan ini'

lzin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana

dimaksud Diktum Pertama, diberikan sebagai salah satu

;;r"y"."tan kelengkapan untuk memperoieh Rekomendasi

iet.ris dari Diiektur Jenderal Pembina Komoditas

Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang

u.t.rrj.rttl" diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi
penanaman Moial (BKPM) guna memperoleh Tzin Usaha

Bidang Pertanian;

lzin Usaha Penanganan Pasca Panen Kepada PT' Maya

Singkonglndonesiadalamoperasionalisasinyatetap
*.ig""ri pada ketentuan peraturan perundang-undangan
y;; berlaku dan dilarang untuk mengalihkan dan latau
*"rip.tjua-l belikanlzin Usaha kepada Pihak Lain'

KETIGA
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KEEMpAT : Kepgtusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PE.JABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra

Kadis Pertanian d/
Kabag. Hukum & Orgs. \/

Tembusan:
1. Yth. Menteri Pertanian RI di Jakarta,
2. Yt):'. Kepala BKPM Pusat di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di SofiIi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di soffi,
5. ytfr. PT. Maya Singkong Indonesia di Jakarta'

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2t Desoube.r 2A15

BUPATI HALMAHERA BARAT,

//w
NAMTO H" ROBA


